
ASAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG

UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

TERKAIT PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Oleh :
Ida Bagus Radendra Suastama
STIMI Handayani Denpasar

Abstrak
Problematika di seputar penerapan konsep otonomi daerah masih menjadi fenomena di

Indonesia dewasa ini. Terkait dengan hal tersebut, terdapat salah satu Putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah terhadap konstitusi / UUD 1945 khususnya terkait aturan pemilihan
kepala daerah (pilkada) dalam undang-undang tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut pada prinsipnya menyatakan pembatalan salah satu penjelasan dalam undang-undang
tentang pemerintahan daerah tersebut.

Tulisan ini bertujuan memahami asas dan dasar pertimbangan putusan MK mengenai
pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya
terkait dengan aturan pemilihan kepala daerah (pilkada) tersebut, serta memahami bagaimana
pandangan para Hakim Konstitusi mengenai hal itu.

Tulisan ini merupakan penuangan sebagian hasil penelitian disertasi penulis pada
tahun 2010. Metoda penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, yakni mencari
alasan (reasons) di balik tindakan sosial, mencari makna dari fenomena sosial. Penelitian
dilaksanakan di Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan
Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat. Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer yaitu
para Hakim Konstitusi, dan sumber sekunder berupa sumber-sumber berbentuk tertulis (bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, buku-buku dan bahan-bahan cetakan lainnya).

Kesimpulan penelitian adalah : 1) Asas dan pertimbangan yang mendasari Putusan
Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 005 / 2005 terkait Pemilihan Kepala Daerah adalah
asas kepastian hukum. Bahwa penjelasan norma hanya menjelaskan norma dalam undang-
undang, bukan menciptakan norma baru. Apabila penjelasan menciptakan norma baru yang
berbeda dengan norma yang dijelaskannya, terjadi ketidak-pastian hukum. 2) Para Hakim
Konstitusi berpandangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat dianggap sebagai Pemilu
ataupun bukan Pemilu. Dari perspektif ketentuan UUD 1945, Pilkada bukanlah Pemilu,
karena menurut pasal 22 E ayat 2 UUD 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk
memilih DPR, DPD, Presiden/Wapres, dan DPRD. Tidak disebutkan memilih Kepala Daerah,
sehingga Pemilihan Kepala Daerah dianggap bukan pemilu. Di sisi lain, jika ditinjau dari
konsep dan pelaksanaannya, pilkada memiliki kesamaan prinsip dengan pemilu, dan wajar
jika dianggap sebagai pemilu.

Kata kunci : Asas Hukum, Mahkamah Konstitusi (MK), Putusan MK, Kepastian Hukum,
Pemilihan Kepala Daerah.
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Abstract
The problematics around the implementation of regions autonomy concept is yet a

phenomenon in Indonesia. Related thereto, there is one of Indonesian Constitutional Court’s
(MK) decision regarding the review of the Law number 32 of 2004 regarding Regional
Government toward the Indonesian Constitution / UUD 1945 especially related to the
regulation on Regions Head Election (pilkada) in said Law. Such decision principally stated
that one of the explanation of article of said Law is aborted.

The objective of this paper is to know the principle and the consideration that base the
MK decision regarding the review of the Law number 32 of 2004 regarding Regional
Government toward the Indonesian Constitution / UUD 1945 especially related to the
regulation on Regions Head Election (Pilkada), and also to know the view of Constitutional
Judges concerning such issue.

This paper is poured from the part of a thesis research results that had been conducted
by this paper author in 2010. The research method applied in this research is qualitative
approach, it seeks the reasons behind a social action, seek the meaning of social phenomenon.
The research was conducted at The Secretary General of Constitutional Court at Jalan
Merdeka Barat, Jakarta Pusat. The research sources were comprised of primary sources who
are the Constitutional Judges, and the secondary sources in the form of written materials
(which consist of primary legal materials, secondary legal materials, books, and other printed
materials).

Conclusion of the research is : 1) The principle and consideration that basing the
Constitutional Court’s decision number 005 / 2005 related to The Region Head Election is the
Principle of Legal Certainty. An explanation of a norm is merely explaining such norm, and
not creating a new norm. If an explanation creates a new norm that differs from the norm that
should be explained, there will be a legal uncertainty. 2) The Constitutional Judges are in the
opinion that The Region Head Elections are actually could be classified either as General
Election (Pemilu) or not general Election. In perspective of  Indonesian Constitution (UUD
1945), as stipulated therein, Pilkada is not classified as Pemilu, since according to article 22 E
ayat 2 UUD 1945, it is stated that General Election (Pemilu) is conducted to elect DPR, DPD,
Presiden/Wapres, dan DPRD. Head of regions are not mentioned and that is why Pilkada is
not classified as Pemilu. At the other hand, if viewed from the concept and implementation,
Pilkada are principally the same with pemilu, and therefore are actually proper if regarded as
Pemilu too.
Keywords : Legal Principle, Constitutional Court (MK), MK’s Decision, Legal Certainty,
The Region Head Election.



PENDAHULUAN

Sebagian pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia

masih cenderung berjalan sendiri-sendiri. Tanpa koordinasi kuat dari pemerintah pusat,

pengembangan daerah sulit fokus pada visi tertentu sehingga peningkatan kesejahteraan

rakyat sulit tercapai, demikian dikatakan mantan dirjen otonomi daerah kementerian dalam

negeri, Kausar AS, dalam diskusi Revitalisasi Pemerintah Daerah Provinsi dalam

Pembangunan Daerah, yang digelar oleh Pimpinan Kolektif Majelis Nasional Korps Alumni

Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) di Jakarta, Selasa, 17 April 2012. 1 Pembicara lain

dalam diskusi tersebut, Syarif Hidayat, peneliti otonomi daerah pada Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan bahwa otonomi daerah ternyata belum mampu

menampakkan hasil sesuai harapan, salahsatu penyebabnya, menurutnya, adalah konsep

desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum jelas.

Masih ada kekacauan antara mendorong demokratisasi ataukah memperketat pengawasan.

Dinamika politik di provinsi dan kabupaten/kota justru menghasilkan persekongkolan

elite politik lokal yang hanya untuk kepentingan kelompok, tambah Hidayat.2 Berita di atas

hanyalah salah satu gambaran dari berbagai persoalan di seputar otonomi daerah dan

pemerintahan daerah di negeri kita tercinta Indonesia ini. Sebagaimana kita ketahui bersama,

sebagai bangsa sesungguhnya kita sudah jelas berketetapan untuk menerapkan konsep

otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, namun ternyata dalam

praktiknya tidaklah semudah yang dibayangkan sebelumnya. Apakah masalah-masalah ini

juga ada kaitannya dengan metode pemilihan kepala daerah yang telah diterapkan beberapa

waktu terakhir ini ? Mungkin saja, tetapi tulisan ini bukanlah bermaksud mengkaji keterkaitan

1 “Pemerintah Daerah Jalan Sendiri-Sendiri”, Harian Kompas. 2012. Rabu 18 April. Jakarta : Kompas. Hlm. 5.
2 Ibid.



antara permasalahan penerapan otonomi daerah dengan metode pemilihan kepala daerah

secara langsung yang telah diterapkan hampir satu dasawarsa terakhir di berbagai daerah di

Indonesia, tulisan ini justru ingin membahas salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

terkait dengan aturan pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Dari berbagai putusan yang telah dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi, salah satu

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menarik untuk dikaji adalah Putusan MK terkait

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Nomor

32 Tahun 2004 ; UU Pemda). Putusan MK tersebut adalah Putusan atas Perkara Nomor 005 /

2005 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan MK tersebut dalam disertasi penulis yang disusun tahun 2010 lalu termasuk dalam

salah satu Putusan MK yang kontroversial, karena pada saat putusan MK yang membatalkan

ketentuan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam UU Pemerintahan Daerah ini

dikeluarkan oleh MK, cukup menarik perhatian berbagai elemen masyarakat Indonesia dan

juga sempat menimbulkan polemik pro dan kontra yang cukup ramai.

Putusan MK atas Perkara Nomor 005 / 2005 tentang Pengujian Undang-undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut antara lain menyatakan :

Mengabulkan permohonan para Pemohon, menyatakan penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan penjelasan Pasal 59 ayat

(1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat . 3

3 Dikutip dari www. mahkamahkonstitusi.go.id/sidang/putusan.



Berdasarkan paparan dalam latar belakang tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa

permasalahan pokok tulisan ini adalah : Asas dan dasar pertimbangan apakah yang mendasari

putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan penjelasan pasal 59 ayat 1

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ? Bagaimanakah

pandangan para Hakim Konstitusi mengenai putusan MK tersebut ?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini antara lain memuat beberapa bagian dari hasil penelitian yang telah penulis

lakukan dan tuangkan ke dalam karya ilmiah berbentuk disertasi yang penulis selesaikan

penyusunannya pada tahun 2010 yang lalu dan telah diujikan dalam sidang terbuka dalam

rangka memperoleh gelar Doktor Kajian Budaya (Pengutamaan Hukum) di Universitas

Udayana pada tahun 2010. Berkaitan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tulisan ini

merupakan hasil riset, dan karenanya maka perlu disampaikan mengenai Meode Penelitian

yang diterapkan dalam pelaksanaan riset termaksud.

Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif. Dasar pemikiran penggunaan

metode kualitatif tersebut adalah karena fokus penelitian ini bertujuan mengetahui asas, nilai,

atau ideologi di balik putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Cara pandang metode kualitatif

adalah fenomena sosial dapat dipahami bila memahami dunia makna dalam diri pelakunya.

Dunia makna itu perlu dibuka, dilacak, dan dipahami untuk dapat memahami fenomena

sosial. Pendekatan kualitatif berupaya mencari alasan (reasons) di balik tindakan pelaku

tindakan sosial, atau mencari makna fenomena sosial. Fokusnya bisa menemukan etika apa

yang tersembunyi. 4

4 Bungin dkk, 2003 : 21



Sehubungan pemaknaan tersebut, makna suatu fenomena budaya atau simbol tidak

mesti tunggal. Misalnya pandangan postmodernism yang memandang bahwa budaya

bermakna banyak (plural) dan menyuguhkan makna yang dapat diiinterpretasikan dengan

berbagai cara / pendekatan (multi-interpretable).5 Dalam pandangan Chris Barker, Kajian

Budaya mengeksplorasi kebudayaan sebagai praktek pemaknaan dalam konteks kekuatan

sosial (sehingga termasuk kelompok Simbolisme; Pen). Kajian Budaya berupaya menyingkap

makna fenomena, karenanya lebih menyukai metode kualitatif, dengan pusat perhatian pada

makna kebudayaan. 6

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi, pendekatan yang

memahami budaya lewat pandangan pemilik budayanya atau pelakunya. Fenomenologi

tertarik mengkaji alam kesadaran manusia, menggali dan mengetahui yang ada dalam

kesadaran pelaku atau aktor suatu tindakan.7 Fenomenologi termasuk dalam kelompok

paradigma Interpretisme.8 Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Intensionalisme,

yang berpandangan makna tindakan adalah persoalan niat atau kemauan. Intensionalisme

mengetahui makna tindakan dengan mengetahui maksud / niat pelaku. Secara sederhana,

Intensionalisme bertanya : “maksud apa yang diungkapkan dalam tindakan x ?”. 9

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Sekretariat Jenderal / Gedung Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat. Dasar pertimbangan

penentuan lokasi penelitian adalah bahwa informan kunci, para informan, dan data

5 Endraswara, 2003 : 148.
6 Barker, 2005 : 36.
7 Ritzer, 2004 : 50.
8 Widja dan Atmadja, 2005.
9 Fay, 2002 : 213. .



kepustakaan terkait penelitian ini, utamanya menyangkut putusan-putusan Mahkamah

Konstitusi terdapat di perpustakaan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Selain itu penelitian juga dilaksanakan di lokasi-lokasi lain yang dianggap perlu dikunjungi

guna melengkapi data penelitian ini, misalnya perpustakaan-perpustakaan dan instansi-

instansi pemerintah / swasta.

Jenis  dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data berupa

informasi-informasi dan keterangan-keterangan yang terkait dengan subjek penelitian ini.

Sumber data penelitian dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan

sumber sekunder. Sebagai sumber primer penelitian ini adalah para Hakim Mahkamah

Konstitusi (MK).

Selain sumber primer,  penelitian ini juga mencari dan mengumpulkan data dari

sumber sekunder. Sumber sekunder ini penting dalam melengkapi dan mengingatkan hal-hal

yang kadangkala terlewatkan diperoleh dari sumber primer. Sumber sekunder juga berperan

mengarahkan penelitian untuk menggali dan mendapatkan data yang awalnya tidak

terpikirkan, kemudian dikonfirmasi kembali pada sumber primer, sehingga didapatkan data-

data penting yang belum terungkap sebelumnya. Sumber sekunder penelitian ini terdiri dari :

Bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder), artikel /

berita di media massa, buku / artikel / tulisan yang membahas mengenai atau membahas hal-

hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.



Penentuan Informan

Penentuan informan untuk kepentingan penelitian ini dilakukan dengan metode

snowball yang pelaksanaannya melalui prosedur sebagai berikut : Pertama-tama adalah

menetapkan informan kunci. Dalam penetapan informan kunci, Ketua Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia ditetapkan sebagai informan kunci. Penetapan Ketua Mahkamah

Konstitusi (MK) sebagai informan kunci didasari oleh pertimbangan bahwa Ketua MK

diasumsikan sebagai orang yang secara umum paling mengetahui tentang putusan-putusan

MK, terutama putusan MK yang kontroversial yang menjadi sorotan utama penelitian.

Setelah Ketua MK memberikan semua informasi yang bersifat mendasar dan

menyeluruh yang diperlukan penelitian ini dan berbagai informasi umum mengenai seluruh

perkara yang sudah diputuskan oleh MK selama ini, maka selanjutnya melalui penerapan

metode snowball dalam penentuan informan lainnya, selanjutnya dilakukan wawancara

dengan para hakim MK atau pihak-pihak lain sebagai informan penelitian, yang ditentukan

sesuai dengan petunjuk Ketua Mahkamah Konstitusi selaku informan kunci.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini dipergunakan instrumen penelitian sebagai berikut : a) Pedoman

Pengumpulan Data Kepustakaan, yakni pedoman/catatan yang dibuat dalam rangka

pengumpulan data. Mengingat banyaknya sumber data tertulis diperlukan pedoman berisi

panduan tentang aspek, hal-hal, dan permasalahan yang perlu selalu diingat dalam

pengumpulan data tertulis, agar pengumpulan data berlangsung efektif dan efisien, baik secara

waktu, tenaga, maupun biaya ; b) Pedoman Wawancara, pedoman atau catatan berisi sejumlah

pertanyaan yang dipersiapkan dan direncanakan untuk diajukan kepada para informan,



sebagai dasar menuntun pelaksanaan wawancara dengan para informan sehingga proses

wawancara dapat berlangsung secara lancar dan efektif.

Teknik Pengumpulan Data

Secara umum, pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini terdiri dari teknik

wawancara mendalam, studi dokumen, dan penelitian terhadap sumber tertulis lainnya.

Pengumpulan data melalui teknik wawancara dilakukan dengan langkah-langkah : Pertama-

tama, penyiapan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, kemudian dilanjutkan

dengan penentuan informan kunci, selanjutnya menghubungi informan kunci dan melakukan

wawancara dengan informan kunci, kemudian penentuan informan dengan metode snowball.

Langkah selanjutnya adalah menghubungi dan mewawancarai para informan (yang telah

ditentukan melalui metode snowball tersebut) satu per satu sampai dengan selesai.

Teknik pengumpulan data melalui teknik studi kepustakaan / studi dokumen

dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : Pertama-tama mempersiapkan

pedoman pengumpulan data kepustakaan. Pengumpulan data dimulai dengan mendapatkan

berbagai tulisan mengenai Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah selanjutnya mendapatkan

arsip putusan-putusan MK, terutama naskah putusan-putusan MK mengenai pengujian

undang-undang. Hal tersebut penting ditegaskan karena tidak semua perkara di Mahkamah

Konstitusi adalah pengujian undang-undang (terhadap UUD 1945).

Teknik Analisis Data

Secara umum, teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari teknik deskriptif,

analitik, dan interpretatif. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut : Pertama,

tiap putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud penelitian ini dikaji satu per satu secara

cermat, guna menangkap gagasan tentang dasar pertimbangan putusan MK tersebut. Analisis



data dilanjutkan dengan langkah-langkah : mengaitkan satu data dengan data yang lain,

mempertentangkan satu data dengan data lainnya, membandingkan satu sama lainnya,

mengulasnya satu per satu, atau pun secara kelompok per kelompok, selanjutnya dikaji atau

dibedah/dianalisis sesuai landasan teori yang ditetapkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 005 / 2005

Putusan atas Perkara Nomor 005 / 2005 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menyatakan bahwa :10

MENGADILI
Mengabulkan permohonan para Pemohon.
Menyatakan penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 / 2004 yang dibatalkan oleh

Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa hanya partai yang memiliki kursi di DPRD

saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah - wakil kepala daerah. Kalimat

dalam penjelasan itu sesungguhnya justru membuat suatu norma baru, yang adalah tidak

sesuai dengan  spirit sesungguhnya dari ketentuan Pasal 59 (1) Undang-Undang Pemda yang

hendak dijelaskannya tersebut.

Adapun dasar pertimbangan lainnya dari putusan tersebut antara lain, bahwa suatu

penjelasan undang-undang (UU) tidaklah dapat dipergunakan untuk membuat norma baru,

tetapi hanya menjelaskan norma yang sudah ada di dalam UU tersebut. Sebagai suatu

10 Dikutip dari www. mahkamahkonstitusi.go.id/sidang/putusan.



penjelasan maka ia tidak boleh menimbulkan penafsiran baru yang justru mengakibatkan

ketidakjelasan dari ketentuan UU yang hendak dijelaskan tersebut. Bahwa adanya

pertentangan antara substansi pasal dengan penjelasannya akan memunculkan ketidakpastian

hukum dalam praktik, yang pada gilirannya dapat menimbulkan pelanggaran hak

konstitusional sebagaimana diatur pasal 28 D UUD 1945, yang tidak sesuai dengan semangat

menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (3) UUD

1945 yang tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa

kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak dapat ditiadakan.

Pendapat Pemerintah dalam Persidangan MK

Pemerintah dalam keterangannya di persidangan MK antara lain menyampaikan

bahwa penjelasan pasal 59 (1) UU Pemda bahwa hanya partai politik/gabungan parpol yang

memiliki kursi di DPRD saja yang berhak mengusulkan pasangan calon kepala daerah/wakil

lepala daerah adalah sejalan dengan kedudukan DPRD. Wakil rakyat yang duduk di DPRD,

menurut Pemerintah, adalah mereka yang mendapatkan kepercayaan rakyat melalui pemilihan

umum dan mereka berhasil memperoleh kursi di lembaga perwakilan (DPRD). Hal ini

menujukkan signifikansi dukungan rakyat pada partai politik tersebut.

Putusan MK yang membatalkan penjelasan UU tersebut memberikan sebuah makna

yang sepantasnya menjadi tradisi hukum dalam negara hukum modern, bahwa kepastian

hukum merupakan hal yang harus dijamin dalam hukum sehingga keberadaan dan

keberlakuan sebuah kaidah hukum tersebut tidak merugikan hak-hak dari siapapun. Makna

yang juga sangat penting untuk dipahami dari putusan MK terkait perkara ini adalah bahwa

harus terdapat suatu kepastian mengenai klasifikasi kaidah hukum yang mana yang dapat

menciptakan kekuatan mengikat secara hukum, dan kaidah atau norma mana yang meskipun



dapat saja terdapat di dalam suatu naskah undang-undang, namun hanya dimaksudkan untuk

menjelaskan kaidah hukum tersebut, dan bukan untuk menciptakan norma baru melalui

penjelasan tersebut.

Pendapat DPR dalam Persidangan MK

DPR dalam keterangannya di persidangan antara lain mengatakan bahwa pemilihan

kepala daerah secara demokratis telah diamanatkan oleh pasal 18 (4) UUD 1945 yang

mensyaratkan agar gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis. Sebagai tindak

lanjut ketentuan tersebut, menurut DPR, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 yang

mengatur tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD sudah tidak lagi memberi

kewenangan kepada DPRD untuk memilih kepala daerah, demikian juga dengan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak memberikan kewenangan lagi kepada DPRD untuk

memilih kepala daerah. 11

DPR lebih lanjut menyampaikan bahwa dalam UU 32 / 2004 telah ditentukan bahwa

pengusulan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan lewat satu

“pintu” yaitu oleh partai politik / gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan

memperoleh sekurang-kurangnya 15 % (limabelas persen) jumlah kursi DPRD atau 15  %

akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum DPRD di daerah bersangkutan. DPR

juga menyampaikan bahwa karena partai politik (parpol) adalah salah satu sarana penyalur

aspirasi politik masyarakat secara konstitusional, dengan demikian wajar jika parpol yang

11 www. mahkamahkonstitusi.go.id/sidang/putusan : Hlm. 25.



mendapat kursi DPRD merupakan indikasi dukungan rakyat secara signifikan, dan karenanya

berhak mengajukan pasangan calon. 12

Putusan MK yang kemudian menyatakan membatalkan kalimat dalam penjelasan UU

terkait yang semula hanya memberikan hak kepada parpol yang memiliki kursi di DPRD

untuk dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga

dengan demikian sejak putusan MK tersebut menjadi bahwa parpol/gabungan parpol yang

tidak memiliki kursi DPRD pun asalkan memenuhi 15% (limabelas persen) jumlah kursi

DPRD atau 15 % akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum DPRD, dapat

mengajukan pasangan calon kepala (dan wakil kepala) daerah,  menyiratkan makna bahwa

menurut UUD 1945 hak seseorang/suatu pihak untuk menduduki jabatan publik, meskipun

boleh diatur/ditentukan syaratnya oleh undang-undang, namun tidak diatur lagi oleh

penjelasan pasal undang-undang. Penjelasan tidak dapat menciptakan norma, tetapi hanya

menjelaskan ketentuan undang-undang.

Keterangan Ahli dalam Persidangan MK

Menurut para Ahli yang diajukan pihak Pemohon yang terdiri dari Prof. Dr. Ryaas

Rasyid, Dr. Safitra Salamm, dan Jogjo Endi Rukmono, pada prinsipnya mengemukakan

bahwa penjelasan Pasal 59 Ayat (1) UU Pemda tidak diperlukan karena Ayat (2) dari pasal

tersebut sudah merupakan penjelasan terhadap ketentuan ayat (1)-nya  Yang seharusnya

dijelaskan oleh Pembuat Undang-undang adalah ayat (2)-nya. 13

Disampaikan pula oleh Ahli, bahwa penjelasan Pasal 59 (1) UU Pemda tersebut adalah

sangat bertentangan dengan bunyi Pasal 59 (2) UU Pemda sehingga oleh karena itu bahkan

12 www. mahkamahkonstitusi. go.id/sidang/putusan : Hlm. 26.
13 www. mahkamahkonstitusi.go.id/sidang/putusan : Hlm. 34.



cukup dengan menggunakan logika sederhana saja seharusnya penjelasan Pasal 59 (1) UU

Pemda tersebut tidak perlu ada dan dengan demikian harus dihapuskan dari undang-undang.

Pandangan Para Hakim Konstitusi

Terhadap pertanyaan mengapa di dalam putusan MK ini terdapat kesan bahwa MK

tidak menganggap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai Pemilihan Umum (Pemilu),

Hakim Natabaya menjawab bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

pemilihan umum (pemilu) itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan

adil. Bahwa pemilu itu adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden, dan

dengan demikian berarti Pemilu tidak mencakup Pemilihan kepala Daerah (Pilkada).14

Dijelaskan oleh Hakim Natabaya, bahwa dalam pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa

pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara demokratis, apakah itu pemilihan

langsung ataupun tidak langsung, itu diserahkan kepada pembuat undang-undang, dan

pembuat undang-undang ternyata menerjemahkan “demokratis” tersebut sebagai pilkada

langsung sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah. Meskipun pilkada itu langsung, menurut Hakim Natabaya, ia tetap

bukan pemilu, karena sesuai dengan UUD 1945 pemilu adalah untuk memilih DPR, DPD,

DPRD, dan Presiden.

Banyak orang bilang itu kan sama saja, karena dipilih banyak orang, bukan ditunjuk,

tetapi kemudian Natabaya menyatakan, “kalau begitu apakah pemilihan rektor secara

langsung oleh mahasiswa adalah pemilu ?” tanyanya retoris, “tentu tidak kan?”, katanya.15

14 Hasil wawancara dengan Hakim Konstitusi H.A.S. Natabaya pada tanggal 8 Juli 2008 di Gedung Mahkamah
Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
15 Ibid.



Dengan demikian menurut Hakim Natabaya, sebaiknya mengikuti saja istilah dalam UUD

1945, yang sudah jelas makna pengertiannya tentang Pemilu. Ketika ditanyakan pandangan

Hakim Natabaya mengenai pemaknaan pembentuk undang-undang terhadap bunyi pasal 18

UUD 1945 yang menyatakan pilkada dilaksanakan secara demokratis lalu diartikan pilkada

langsung, dan apakah berarti jika tidak dipilih langsung adalah tidak demokratis ? Hakim

Natabaya menjawab bahwa sesungguhnya pilkada itu apakah dilakukan langsung maupun

tidak langsung (misalnya dipilih oleh DPRD) sesungguhnya kedua-duanya adalah demokratis,

bahwa para pembentuk UU menafsirkan pilkada demokratis sebagai pilkada langsung, hal

tersebut sah-sah saja.

Hal menarik dan penting di sini adalah bahwa pilkada demokratis tidak harus berarti

pilkada langsung. Dengan demikian apabila ke depan ada pemikiran, berdasarkan penilaian

misalnya bahwa pilkada langsung ternyata memiliki banyak kelemahan, untuk kembali ke

model pilkada yang dipilih oleh DPRD, itu bukan berarti kembali ke cara tidak demokratis,

karena kedua cara tersebut sesungguhnya sama-sama demokratis.

Terhadap pertanyaan mengenai mengapa pemilihan kepala daerah tidak dianggap

sebagai pemilu sebagaimana tercermin dalam putusan tertentu MK, Hakim Palguna menjawab

bahwa sebenarnya hal tersebut berpangkal dari ketentuan dalam pasal 22 E UUD 1945 ayat

(2) yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih DPR, DPD,

Presiden/Wapres, dan DPRD. Dengan demikian isi dari terminologi hukum tersebut

cakupannya hanya itu. Namun MK mengatakan bahwa karena prinsip-prinsip pemilu

sesungguhnya sama persis dan diberlakukan pada pemilihan kepala daerah maka

sesungguhnya secara legal theory, secara materiil atau secara substansial pemilihan kepala



daerah (pilkada) langsung adalah juga merupakan pemilihan umum (pemilu), tetapi karena

UUD membatasi, ya dibatasi. 16

Hakim Palguna menambahkan bahwa hal itu juga bagian dari legal policy / legislative

policy, kalau suatu ketika nanti pilkada (langsung) dianggap rezim pemilu dan oleh penyusun

undang-undang diatur dalam undang-undang seperti itu, maka MK juga akan menerima itu.

Dengan demikian karena Pemilu tidak didefinisikan tetapi hanya dinyatakan antara lain

bahwa Pemilu dilaksanakan untuk memilih DPR, DPRD, DPD, dan Presiden/Wapres, maka

persoalan apakah Pilkada dianggap rejim pemilu atau bukan pemilu berada dalam

kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam perkembangan selanjutnya tampaknya

peraturan-perundang-undangan mengarah pada pengkategorian Pilkada dianggap Pemilu

dengan sebutan Pemilukada, dan salah satu konsekuensi logisnya adalah sengketa pemilihan

kepala daerah akan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Menjawab pertanyaan mengenai mengapa dalam putusan MK dianut pendirian bahwa

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dianggap bukan Pemilihan Umum (Pemilu), Hakim

Mukthie Fadjar mengatakan bahwa sejak awal dirinya berpendapat bahwa sesungguhnya

Pilkada itu termasuk Pemilu, oleh karena itu dirinya berposisi menyampaikan pendapat

berbeda (dissenting oipnion) dalam putusan MK yang menganut pandangan Pilkada bukan

Pemilu. Lebih lanjut dijelaskan oleh Mukthie Fadjar bahwa dalam waktu tidak sampai tiga

tahun, pendirian pilkada bukan pemilu sudah berubah, antara lain sebagaimana dianut dalam

UU Nomor 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu. 17 Selanjutnya dengan pemberlakuan UU

Nomor 12/2008 tampak pula pandangan bahwa Pilkada termasuk rejim Pemilu, dengan

16 Hasil Wawancara dengan Hakim Konstitusi IDG Palguna pada tanggal 8 Juli 2008 di Gedung Mahkamah
Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
17 Hasil wawancara dengan Hakim Konstitusi Mukthie Fadjar, pada tanggal 8 Juli 2008 di Gedung Mahkamah
Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.



ketentuan bahwa sengketa pilkada menjadi kewenangan MK (dengan jangka waktu transisi

selama 18 bulan).

Dengan demikian menurut Hakim Mukthie Fadjar yang juga guru besar ilmu hukum

tersebut, ditinjau dari berbagai segi, pilkada itu pemilu, kecuali apabila pemilihan kepala

daerah dilakukan tidak secara langsung dipilih rakyat, barulah itu bukan pemilu, tetapi kalau

pilkada langsung maka itu pemilu, tegasnya. Berkaitan hal tersebut, ketika ditanyakan apakah

hanya pemilihan secara langsung yang dapat disebut demokratis, terutama dikaitkan dengan

bunyi pasal 18 (3) UUD 1945 yang hanya menyatakan pemilihan kepala daerah dilakukan

secara demokratis (bukan dikatakan dipilih rakyat secara langsung ; Pen) yang kemudian

ditafsirkan pembentuk UU sebagai pilkada langsung sebagaimana dituangkan dalam UU

32/2004 tentang pemerintahan daerah, Mukthie Fadjar menjawab bahwa sesungguhnya sistem

pemilihan langsung ataupun tak langsung sama–sama demokratis sebagaimana dapat dilihat

dari original intent para perumus amandemen konstitusi di MPR.

Bahwa pembentuk undang-undang kemudian memaknai pemilihan kepala daerah

(pilkada) demokratis yang disebutkan konstitusi sebagai pilkada secara langsung, itu adalah

persoalan pilihan para pembentuk undang-undang yang bukan tanpa melalui perdebatan.

Menurut Mukthie Fadjar tampaknya pilihan menerapkan sistem pilkada langsung disebabkan

keinginan untuk mengikuti perkembangan, karena para pejabat eksekutif dan legislatif sudah

dipilih secara langsung, sehingga sekarang ini hal-hal tersebut dicoba untuk disamakan. Selain

itu penetapan sistem pemilihan langsung ini sesungguhnya bisa dipandang sebagai bagian

upaya memurnikan sistem presidensiil (dalam konteks pemilihan presiden secara langsung),

kata Hakim Mukthie Fadjar, karena dahulu terdapat inkonsistensi, menyatakan diri menganut



presidensiil tetapi presiden dipilih oleh lembaga perwakilan yang berarti bertanggungjawab

kepada lembaga tersebut. 18

Hakim Mukthie Fadjar melanjutkan bahwa meskipun sistem pemilihan langsung

tersebut bersifat positif tetapi sebaiknya dilakukan secara bertahap, misalnya dimulai dari

pemilihan gubernur lebih dulu, dan seterusnya, tetapi mengenai pendapat Prof. Muladi bahwa

sebaiknya gubernur ditunjuk saja oleh presiden, menurut Mukthie Fadjar juga tidaklah tepat,

karena kalau penunjukan berati bukan pemilihan. Oleh karena itu, menurut Mukthie Fadjar

perlu ada pemikiran mengenai pemisahan antara Pemilu Nasional (untuk memilih Presiden,

DPR, DPD) dan  Pemilu Daerah (untuk memilih Gubernur, DPRD, Bupati/Walikota).

Ditambahkan lagi oleh Mukthie Fadjar bahwa terkait dengan pilkada pasca putusan MK yang

memungkinkan calon perseorangan, banyak KPUD (pada saat wawancara ini dilakukan tahun

2008; Pen)yang tidak berani mengambil sikap sementara KPU (pusat) sendiri menyerahkan

pada KPUD masing-masing yang dianggap paling tahu kondisi daerah masing-masing, yang

dianggap justru sempat menimbulkan ketidak-pastian bagi beberapa daerah yang jadwal

pilkadanya dalam transisi menunggu hasil revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Terhadap pertanyaan mengapa dalam putusan MK dianut pandangan bahwa pemilihan

kepala daerah (pilkada) secara langsung bukan dianggap sebagai rejim pemilihan umum

(pemilu), Hakim Maruarar Siahaan menjawab bahwa sebenarnya mayoritas hakim MK pada

saat itu berpandangan bahwa pilkada merupakan pemilu, tetapi hal yang penting dikemukakan

terkait hal ini adalah bahwa apakah pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat ataupun

oleh DPRD, kedua-duanya adalah konstitusional. Artinya seperti yang terjadi sekarang ini

dengan UU nomor 12 tahun 2008 tentang Pemilukada bahwa pilkada dijadikan rejim pemilu.

18 Ibid.



Apabila dari perkembangan yang terjadi selanjutnya misalnya dinilai bahwa pemilihan

langsung banyak menimbulkan kekacauan-kekacauan ataupun protes-protes, kalaupun itu

nanti dikembalikan ke cara pemilihan kepala daerah tidak langsung di DPRD, hal itu adalah

tetap konstitusional, kata Hakim Maruarar Siahaan. Jadi, menurut Haim Maruarar Siahaan,

sesungguhnya tidak ada masalah bagi MK, hal yang perlu dikatakan adalah bahwa terlepas

apakah hal tersebut adalah termasuk rejim dari pemerintahan daerah ataupun rejim pemilu

bukanlah persoalan terpenting tetapi apabila nanti setelah pilkada menjadi pemilu dan

kemudian suatu saat nanti entah karena dianggap tidak efisien atau banyak menimbulkan

kekacauan kemudian kembali ke cara pemilihan tidak langsung di DPRD, maka kedua cara

tersebut, manapun yang dipilih, tetap merupakan cara yang demokratis, demikian pendapat

Hakim Maruarar Siahaan. 19

Menjawab pertanyaan mengenai mengapa di dalam putusan MK dianut suatu

pandangan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada langsung) bukan

termasuk dalam rejim pemilu, Hakim Laica Marzuki menjawab bahwa dirinya dalam proses

pengambilan putusan itu adalah hakim yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting

opinion), sebab menurut Hakim Laica Marzuki, sesungguhnya pilkada langsung itu adalah

merupakan rejim pemilu, yang kemudian berdasarkan perubahan terhadap Undang-undang

nomor 32 Tahun 2004, pilkada masuk menjadi rejim pemilu, jadi dari awal Hakim Laica

Marzuki sudah berketetapan bahwa pilkada itu merupakan rajim pemilu.

Mengenai putusan MK yang memandang pilkada bukan termasuk pemilu, Hakim

Harjono mengatakan bahwa pilkada itu memang tidak termasuk dalam kelompok

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945. Sesungguhnya UUD

19 Hasil wawancara per telepon dengan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan pada tanggal 21 Juli 2008.



1945 hanya mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, dan

kemudian begaimana mengartikan demokratis itu adalah wilayah wewenang para pembentuk

undang-undang, dan seperti telah diketahui sekarang ini bahwa kemudian UU Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memilih metode pemilihan kepala daerah secara

langsung sebagai penjabaran istilah pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis

tersebut. 20

Mungkin muncul pertanyaan, mengapa pertanyaan wawancara kepada para hakim

konstitusi bukan mengenai dasar pertimbangan putusan MK, tetapi justru pertanyaan mengapa

dalam putusan tersebut pilkada bukan dianggap sebagai pemilu ? Jawabannya adalah karena

ketika ditanya mengenai dasar pertimbangan putusan MK, Ketua MK saat itu, Jimly

Asshiddiqie, selaku informan kunci penelitian ini, mengatakan bahwa mengenai dasar

pertimbangan putusan MK sesungguhnya sudah sangat jelas dituliskan dalam naskah amar

putusan MK, dan karenanya beliau menyarankan agar dengan para informan (hakim

konstitusi) nanti dapat digali pandangan-pandangan mereka yang secara tidak langsung dapat

dikaitkan dengan putusan tersebut. Atas dasar itu, maka pandangan apakah pilkada termasuk

pemilu atau bukan pemilu akan berpengaruh pada aspek hukumnya, misalnya siapa yang

berwenang menyelesaikan sengketa, dan sebagainya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai

berikut :

20 Hasil wawancara dengan Hakim Konstitusi Harjono pada tanggal 8 Juli 2008 di Gedung Mahkamah
Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.



1. Asas dan pertimbangan yang mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara

Nomor 005 / 2005 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah terkait Pemilihan Kepala Daerah adalah asas kepastian hukum.

Bahwa menurut UUD 1945, hak seseorang menduduki jabatan publik, meskipun boleh

diatur syaratnya oleh undang-undang, namun tidak diatur lagi oleh penjelasan pasal

undang-undang. Penjelasan norma hanya menjelaskan norma dalam undang-undang,

bukan menciptakan norma baru. Apabila penjelasan menciptakan norma baru yang

berbeda dengan norma yang dijelaskannya, akan terjadi ketidak-pastian hukum.

2. Para Hakim Konstitusi berpandangan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat

dianggap sebagai Pemilu ataupun bukan Pemilu. Dari perspektif ketentuan yang

disebutkan UUD 1945, Pilkada bukanlah Pemilu, karena menurut UUD 1945, pasal 22

E ayat (2), dinyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih DPR,

DPD, Presiden/Wapres, dan DPRD. Tidak disebutkan untuk memilih Kepala Daerah,

sehingga wajar apabila pemilihan kepala daerah dianggap bukan pemilu. Namun di

sisi lain, apabila ditinjau dari konsep dan pelaksanaannya, pilkada memiliki kesamaan

prinsip dengan pemilu, dan wajar jika dimasukkan sebagai pemilu.
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